IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (1AIN)
PAREPARE

2020

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)

ISMAYANTI
NIM. 16.2200.03

Institut Aga

PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (1AIN)
PAREPARE

2020

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)

Disusun dan diajukan

PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (1AIN)
PAREPARE

2020

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

Nama Mahasiswa

NIM

Fakultas

Program Studi

Dasar Penetapan Pembimbing

Pembimbing Utama

NIP

Pembimbing Pendamping
NIP

: Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
. 19601231 199103 2 004

: Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan

Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di

Kota Parepare)

: Ismayanti

: 16.2200.036

: Syariah dan [Imu Hukum Islam

- Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
: SK. Rektor IAIN Parepare

Nomor: B.53 1/1n.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

. Dr. Fikri, S.Ag., M.HL

- 19740110 200604 1 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan lImu Hukum Islam

SNIP. 19711214 2002122 002

WA 1AM WD LRI W LN 1LV L PR



SKRIPSI

IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)

disusun dan diajukan olch
ISMAYANTI
NIM. 16.2200.036
telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

pada tanggal 10 Juni 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HL

NIP : 19740110 200604 1 008




PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi . Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan

Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di

Kota Parepare)
Nama Mahasiswa . Ismayanti
NIM ¢ 16.2200.036
Fakultas . Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi . Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penctapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

Nomor: B.531/In.39.6/PP.00.9/06/2019
Tanggal Kelulusan : 10 Juni 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, (Sckretaris)
Dr, H. Mahsyar, M.Ag (Anggota)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.l.,, M.HI (Anggota)

Mengetahui:

vi



KATA PENGANTAR

° g bt Al o
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan

Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk

yang sebaik-baiknya, Engkau- aha Pencipta setiap makhluk. Yaa

Allah sang curahan ra u yang Engkau limpahkan
kepadaku sehingg menyelesaika akhir yang berjudul
Kaki Lima
(Studi Kasus di Kota Parepa C a : 2saikan studi
dan me 0 arj i Ekonomi

tas Syariah dan llmu Parepare

apan pembaca. Sholawa : - tercurahkan

g mendalam

Penulis bahkan sepenuh h ) Ni un ian, se anda ucapan
syukur awanti, adik
penulis yang selalu memberikan dukungan, do’a dan motivasi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari lbu Dr. Hij.
Muliati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku
pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan

bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Vi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja
keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., ku Dekan Fakultas Syariah dan IImu

Hukum Islam beserta Staff atas pengabdiannya telah

i mahasiswa di Fakultas

yang telah

p ha ala ama proses

as S

Parepare yang telah m tuk meneliti

dan us kepada Bapak Ariy g epala Seksi

an yidikan Satpol PP Kota ' ah bersedia

ara, serta Ba berikan data

velesaian skri

yang telah

iwawancarai

nak dan lbu

Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta
seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani
studi di IAIN Parepare.

Pengurus Besar Training Of Tajwid yang telah memberikan motivasi dan

viii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



10.

11,

memberikan pembelajaran yang bisa penulis manfaatkan di kampus.

Anita yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu,
memberikan dorongan semangat kepada penulis dan menyelesaikan studi
bersama-sama di IAIN Parepare.

Kak Wiwin, Nursyam, Ismail Fatur dan Indah Cahyani Makmur yang telah
meluangkan waktunya menemani saat proses wawancara.

Nilam, Nurhasnah, Musdalifah, Ayu Sri Wulandari, yang membantu dan
memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Teman KPM dan PPL
yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar

biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai

amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

pen

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam

yelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Olch karena itu, kritik

dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan

laporan selanjutnya.

Parepare, 16 Oktober 2020
Penulis

I
NIM. 16.2200.036

Ix



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ismayanti

NIM : 16.2200.036

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 November 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan

Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota

Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar
merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia
merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Oktober 2020
Yang Menyatakan

ISMAYANTI
NIM. 16.2200.036



ABSTRAK

Ismayanti. Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang
Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare) (dibimbing oleh Ibu Muliati dan Bapak
Fikri).

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi maslahat terhadap pembinaan
dan penataan pedagang kaki lima (studi.kasus di Kota Parepare). Terdiri dari 3 (tiga)
permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana konflik eksistensi pedagang kaki lima di Kota
Parepare; 2) Bagaimana penegakan hukum. terhadap pembinaan dan penataan
pedagang kaki lima di Kota Parepare; dan 3).Bagaimana kedudukan maslahat
terhadap pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan
(field reaserch) yang 'menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari beberapa
trotoar di Kota Parepare melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang
bertujuanssuntukssmenguraikansspermasalahanssdanpengumpulanss fakta serta
menguraikan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Keberadaan PKL di Kota
Parepare menimbulkan beberapa persoalan, yaitu pencemaran lingkungan, kemacetan
lalu lintas, mengambil hak pejalan kaki dan membahayakan pengendara; 2)
Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP telah membuat Papan Bicara untuk tidak
berjualan di trotoar, namun masih banyak PKL yang melanggar. Sehingga
implementasi terhadap Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan
PKL masih belum efektif. 3) Kemaslahatan PKL di Kota Parepare tidak sampai pada
tingkat darurlyyah hanya sampai pada tingkatan hajiyyah dan tahsiniyyah dengan
direlevansikan dalam kaidah menolak kerusakan jauh lebih baik dibandingkan
mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka
yang ada hanya manfaatnya.

Kata Kunci : Maslahat, Pembinaan, Penataan, Pedagang Kaki Lima
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memudahkan urusan kehidupannya sehari-hari tidak lepas dari

interaksi antara satu dengan yang da dasarnya, kebutuhan manusia tidak

dapat terpenuhi tanpa ba h Swt. Menciptakan manusia
a adalah dalam bidang

engan syariat Islam.

£

&1 ‘,tib ‘zb
akan harta
agaan yang
membunuh
enghalalkan
beli harus
embeli; (2)

. Rukun ini

!Shaleh bin Fauzan bin Al-Fauzan, Al-Mulakhkhas al-Fighi, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan,
Mulakhkhas Fighi Jilid 2 (Cet. I, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 3.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Sutra,
1996), h. 65.

®Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3,
No. 2, 2015, h. 243.
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menunjukkan syarat transaksi jual beli. Jual beli dapat dipandang sah, jika rukun dan
syaratnya telah terpenuhi.*
Kenyataan yang sering dijumpai dalam kegiatan jual beli adalah membuka

lapak jualan di trotoar yang lazim disebut Pedagang Kaki Lima disingkat PKL. PKL

termasuk usaha dalam sektor inforn ng saat ini banyak tersebar di berbagai

tempat salah satunya di nbuhan PKL dipengaruhi oleh
pertumbuhan pusat- al Ne ang-ruang publik. Seperti
trotoar, taman, pinggir badan jalan, dan lapangan olahraga. Mengakibatkan ruang

baik sesuai

repare mengeluarkan P 008 tentang
Pedagang Kaki Lima. dapat pasal
tuk berjualan di tempa

, Setiap PKL dilarang m kan tempat

bersifat per empat terseb Pemerintah

Daerah telah ditetap i-permanen; an kegiatan

cara merusa fasilitas um

uan dariPaArRrE)PaAnEnakan la

usaha d
tanpa [
melebi jalan atau
s lalu lintas
atau pejalan kaki kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu;
membiarkan peralatan atau komponen/rangka/tenda/tempat berjualan beserakan

setelah usai waktu berjualan, sehingga menggangu keindahan lingkungan atau dapat

*Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 70.
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disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan. Kedua, bagi PKL yang
menggunakan kendaraan untuk kegiatan berjualan, dilarang melakukan kegiatannya
pada tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian, trotoar, dan pada tempat yang

jaraknya 15 meter dari persimpangan jalan.®

Pemerintah Kota Parepare b mengimplementasikan Perda No. 6 Tahun

2008 tentang Pembinaan 0 aki Lima untuk menegakkan
peraturan, memeliha yarakat, Pembinaan dan
pan dan suasana kondusif.
mencakup

)engetahuan,
aha, ekonomi, sosial, k
karena at sebagai suatu hubun ang bersifat

untuk -kebutuhan sosial. Dala ksud adalah
eliputi keamanan umum.’
naan kewena egakkan Pera Daerah, tugas
kepada Satuan P yang lazim Satpol PP.
asang papan

alan”.

*Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima, Pasal 22.

®Joko Suwandi dan Budi Sutrisno, Model Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta
(Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif), Jurnal Pendidikan IImu Sosial, Vol. 27, No. 2, 2017,
h. 101.

"Eman Sulaiman, Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai
Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1, 2013, h. 101.
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Meskipun Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP telah melakukan
pembinaan dan penataan terhadap PKL, namun pedagang masih berjualan di trotoar
depan SMP 2 Parepare padahal Satpol PP sudah memasang papan bicara untuk tidak

berjualan di tempat tersebut. Selain itu, permasalahan yang ada di JI. Sultan

Hasanuddin, masih banyak pedagang ima yang menjual dan mendirikan tempat

berjualan yang bersifat permr Perda No. 6 Tahun 2008 tentang

Pembinaan dan Penat:

em Ve ,

s P but dapat menggangg
ung ganggu hak pejalan ka
mere pati tersebut merupakan

k melakukan ] satunya tem

seharusnya
g digunakan

ang merupak litas pendukung p ggaraan lalu

utan diantar a. Ketersedi ilitas trotoar

bagi sep)kjn'lElP!aHE dikuasa un dipindah

tentang Jalan disebutkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan

kaki.’

®Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 131 ayat 1.

°Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 34.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum dalam
menentukan lokasi PKL, khususnya kemaslahatan untuk pejalan kaki, sosial,
pendidikan, ekonomi, dan kenyaman masyarakat. Al-Thufi pernah menyatakan

bahwa dalam urusan-urusan muamalat pertimbangan kemaslahatan lebih didahulukan

daripada ketentuan nash. Hal terseb ngisyaratkan bahwa kemaslahatan dalam

urusan muamalat adalah ia, oleh karena itu manusia

dengan masalah ini.*

berwenang mengatur p perangkat yang b

Kebijakan yang dite i daerah memiliki pengaruh atau

hwa Pemerintah Kota annya dapat

untuk menertibkan PK

kota. Di sini Pe lebih

este ta ruang kota dibandingan irkan nasib
PKL ya oritas kondisi
perspektif H riah, praktik jual

eberapa tem

but perlu Prm nl EiP*IRtEya. Seda

ng merupak: pat dilarang

ka dikaitkan
lain seperti
daerah maka
bagaimana ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan

1OFjkri, Pemikiran Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Publik (Huquq Allah), Jurnal Hukum
Diktum, Vol. 13, No. 1, 2015, h. 14.
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Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kota Parepare)”

1.2

1.3

14

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana konflik eksis pedagang kaki lima di Kota Parepare?

1.2.2 Bagaimana pen p. Pembinaan dan Penataan PKL

edudukan maslahat terhadap Pembinaan dan Penataan PKL

hui konflik eksistensi ng
hui penegakan hukum t em
arepare.

rhadap Pemb

a di Kota

Jan Penataan

lan Penataan

mempunyai

rutama bagi

1.4.1 Kegunaan Teoritis, menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan
acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji

masalah ini pada suatu saat nanti.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



1.4.2 Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai maslahah

terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Parepare.

13l
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Mochammad Fadoli, “Implen erda No. 17/2003 tentang ljin Penataan

dan Pemberdayaan Pedaga wmatan Sukolilo”. Penelitian ini

ini adalah di Kota Su Kecamatan

n sumber data yang di primer dan

bahwa keberadaan PKL me i masalah di
matan Suko knyamanan ialami para
karena ban ai h PKL, kek dan tidak
asilitas um tersebut, me Pemerintah

KL di Kota

kolilo unP AIRIE mnEterhadap

emandirikan

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pelaksanaan Perda No.

17 Tahun 2003 dan hambatan dalam pemberdayaan PKL di Kecamatan Sukolilo

'Muhammad Fadoli, Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang ljin Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum
Program Studi lImu Hukum: Jawa Timur, 2011), h. xi.
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dengan mengkhususkan pada tinjauan yuridis. Sedangkan penelitian yang akan dikaji
menjelaskan tentang kemaslahatan terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota
Parepare. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah

pendekatan yuridis empiris dan lokasi penelitian di Kota Surabaya khususnya di

Kecamatan Sukolilo. Sedangkan p ang akan dikaji menggunakan metode

penelitian lapangan (field ndekatan kualitatif dan lokasi
penelitian di Kota Par
Islahuddin Pedagang Kaki Lima Menanggulangi Tingkat

enelitian ini

lima dalam
gangguran dalam pers am di Kota
permasalahan tersebut pendekatan
nya menunjukkan bah g kaki lima

gkat pengangguran berpe : nanggulangi

yang ada di rja sebagai F ingga dapat

tingkat atau ran yang ada di Ka assar, selain

itu dite juga bebera

PAREPARE

mpu mempe

Sedangkan penelitian yang akan dikaji' menjelaskan tentang praktik jual beli yang

dilakukan oleh PKL di beberapa tempat di Kota Parepare yang merupakan tempat

’|slahuddin, Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam
Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam Fakultas
Ekonomi Islam dan Bisnis Islam: Makassar, 2017), h. ix.
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10

dilarang berjualan ditinjau dari segi maslahatnya dan ketentuan hukumnya bagi PKL
karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Serta metode penelitian terdahulu
menggunakan jenis pendekatan sosiologis dengan melihat aspek gejala sosial PKL

yang ada di wilayah Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang akan dikaji

menggunakan penelitian lapanga esearch) karena peneliti harus terjun
langsung di tempat berjual
Mempengaruhi Pedagang
Kota Pekanbaru”. Sub
or penyebab

PKL dalam

angan di trotoar jalan Analisa data
kriptif kualitatif. Hasil gan bahwa
n di trotoar Jalan Tuan
yang bg ertib g dilakukan sudah benar 3 respon yang

pedagang ya penertiban ya kukan tidak

melakukan aktivi pedagang memili or penyebab

dan stra >mpertahanka dapi penertib: melakukan

membfREPARE

an penataan
PKL dengan
alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Lebih memfokuskan pada

kemaslahatan antara PKL dan masyarakat lainnya. Sedangkan dari penelitian

*Muhammad David Al Kahfi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima
Berjualan Di Trotoar Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, JOM Fisip, Vol. 5, Edisi I, 2018, h. 1.
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sebelumnya menganalisis faktor dan strategi PKL terhadap penertiban yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian yang akan dikaji menggunakan teori
maslahat, teori kebijakan publik dan teori pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian

terdahulu menggunakan teori tindakan rasional, modal social, konsep kepercayaan,

kebijakan pemerintah tentang keterti
2.2 Tinjauan Teoritis
2.2.1 Teori Mashla

2.2.1.1 Pengertian
arti kebaikan
dan ma , NG : dari kata al-
us Lisan Al-‘Arab m , Yyaitu al-
halah dan al-mashlahah tunggal dari
gandung arti adanya ik S asal maupun
melalui erti menghasilkan kenikma
kemud " Kata mashl S nesia, yakni

disebut at yang me an kebaikan

Khawérizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-mashlahah adalah

memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan ke-mafsadah-an (keburukan)

*Rachmat Syafe’i, [lmu Ushul Fiqih,( Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 117.

*Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode ljtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,
DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.
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dari manusia. Sehingga kemaslahatan berarti manfaat, mendatangkan kebaikan, dan
menghindarkan keburukan.
Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam

pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan

orang banyak, yaitu mendatangkan an bagi mereka atau menolak mudarat,

atau menghilangkan kebe | sesungguhnya kemaslahatan
manusia tidaklah ter ga individu-individunya;

dan sesungguhnya atan itu terus mene baru bersama
bang akibat

endatangkan

sa dan pada masa yang n mudharat,

dan pad adang kala suatu huku nfaat dalam

suatu li mun ia justru mendatan lingkungan
yang la
2.2.1.2

dilihat dari

)ulkan Allah

Swt. menetapka agai k 3 at dengar an memelihara lima unsur

pokok manusia (al-dururiyyat al-khams). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama,

®Risnayanti, Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2018), h. 11.

"Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,
Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, 2014, h. 353.
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memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta
mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara’ (al-
mawasid al-syari). Sedangkan al-Gazali mengistilahkan dengan al-usul al-khamsah

(lima dasar).?

Upaya mewujudkan pemeli elima unsur pokok tersebut, ulama

uatan, yaitu: Al-mashlahah al-

membaginya menjadi tiga

itan  yang

utuhkan oleh kehidup kehidupan
-apa apabila satu saja d tu tidak ada.
2.2.1.2. al-hgjiyyah adalah ng tingkat

kepadanya tidak berada ari. Bentuk
k yang lima

am hal yang

nsur pokok
i kebiasaan-
ang sebaliknya

oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang

®.Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Cet. I, Jakarta: Pustaka
Cendikiawan Muda, 2018), h. 9-10.

°Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, h.10.
Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2 (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.
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dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak
tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur
pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak

mencapai taraf “hidup bermartabat”.**

2.2.1.2.2 Dilihat dari segi kandun
ashlahah al-kulliyyah, yaitu
entingan orang banyak.

mum itu tidak berarti pentingan semua orang

ribadi. Dan ini sangat j

dengan pemutusan hubu

ng (magfud).

i berubah atau tidaknya h, 2 al-Syalabi,

epada dua ba :
I-mashlahah al-tsa emaslahatan yang
erubah sampa

-mashlahp ﬁngﬂpki“(Easlahatan

tetap, tidak

kebiasaan.

2.2.1.2.4 Dilihat dari segi keberadaan maslahah, menurut syara’ terbagi menjadi'%:

""Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, h. 12.

’Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam, , Jurnal Justitia, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.
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2.2.1.2.4.1 Al-mashlahah al-mu ‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh
syara’. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan
jenis kemaslahatan tersebut.

2.2.1.2.4.2 Al-mashlahah al-mulgah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’,

karena bertentangan den entuan syara’.

2.2.1.2.4.3 maslahatan yang keberadaannya

tidak did ara’, dan tidak pu an/ditolak syara’ melalui

n dan meniadakan pengambilan

setiap mashlahat yang Al-Qur’an,

annya adalah

jadi batal dan harus dib

ahat sebagai metode pen ara’, setiap
ersebut hend i yang lebih
amalah, dan

kebanyakan in, jika ti enuhi empat

Allah berfirman dalam Q.S. Az-Zumar/39: 18, sebagai berikut:

BAbdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thifi Dalam
Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, Al-‘Adalah, Vol. XI1, No. 4, 2015, h. 730.
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Terjemahnya:

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik
diantaranya. Mereka itulah orang-o ang yang telah diberi Allah petunjuk dan
mereka itulah orang-orang yan ai akal "

2.2.2 Teori Kebijakan Pub
2.2.2.1. Pengertian Ke

enurut Ealau dan Pewitt,
rilaku yang

elaksanakan

mendefinisikan kebija prinsip yang
rahkan pada tujuan te
suatu ketetapan yang insip untuk
ak yang dibuat secara t : isten dalam
n tertentu.™

kamus besar ke konsep dan
asas ya i gari 3 u pekerjaan,
nisasi, dan
atau pilihan-
pilihan akan ya ara 1 enga aan da distribusian

sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 367.
Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik, (Cet. I, Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 3.

'*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 190.
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banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.
2.2.2.2. Pengertian Publik
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, publik adalah orang banyak

(umum).'” Adapun menurut Said Zainal Abidin memberikan penjelasan bahwa yang

dimaksud publik adalah biasanya tid ifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan

berada pada strata strategi perfungsi  sebagai pengontrol
keputusan-keputusan
2.2.2.3. Pengertian
kehidupan
bersamé e aati wa Kebijakan

publik gai suatu hukum. Tida seke um, tetapi

dapat d dan benar. Misalnya, ke u isu

kepenti dang perlu untuk diat for u tersebut

menjad yang harus dilakukan dan n se pakati oleh

pejabat ebagai suatu kan publik
berupa Provinsi,
pati, maka

di antara

2.2.2.3.1 Efektif, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu

alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.

“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 110.
'®Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik, h. 7.
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2.2.2.3.2 Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang
dicapai.
2.2.2.3.3 Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan

sumberdaya yang ada.

22234 Adil

yat memenuhi kebutuhan suatu

itu dapat mengalami
anakan dengan sangat

ng diimplementasikan

2 berpendapa akan adalah

an kebijakan publi alisasikan sebagai ari kegiatan

Jadi, imple aktivitas ye lihat setelah
ngarahanFAn EIPIA REan. Implé si kebijakan
3 sil kegiatan

implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan

®Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik , h. 10.

*%Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus
(Cet. I, Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia,
2003), h. 20.
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publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai
pihak yang berkepentingan.
Edwards 11l memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan

mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan

implementasi kebijakan. Berdasarka ersebut dirumuskan empat faktor sebagai

sumber masalah sekaligus p ilan proses implementasi, yakni
komunikasi, sumber ¢ p birokrasi atau a, dan struktur organisasi
termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang
kakan oleh
isimpulkan bahwa pera fungsi yang
rjaan yang harus dilak dividu atau
tuk mewujudkan tujuan indi leh lembaga

) organisasi

ntang Pembi an Penataan

edagang Kaki Lim

Pedagang MlanaF AiErEI dimasa f an Belanda.

arana untuk pejalan kaki itu disebut
trotoar. Lebar trotoar harus sekitar lima kaki atau sekitar satu setengah meter untuk

pejalan kaki. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai

*'Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana, Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 2-3.
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jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat
jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima di
masyarakatkan.?

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pedagang Kaki Lima adalah

pedagang yang berjualan di seram a (emper) toko atau di tepi jalan (di

trotoar).?® Kebanyakan PK mpat keramaian, seperti di pasar,

stasiun bus dan keret alte dan tempa Ada yang memakai lapak

utama banyaknya oran i in modalnya
enyewa kios, menjadi
r kerja lainnya. Menuru
i pedagang kaki lima, antar
a. Terp : i i rjaan lain, te

ksa harus mencuku tuhan hidup
diri da unyai tempat layak untuk

dan modal

angan atau

mengemis, merampok atau berbuat kriminal lain;

’Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini (Cet. I, Jakarta:
Yudhistira, 2007), h. 2.

**Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.285.
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c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung
pada orang tua;
d. Ingin menghidupi keluarga dan memperbaiki taraf hidup;

e. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.?*

Sedangkan menurut Gilang P i, penyebab munculnya PKL di Indonesia
adalah :

1. Kesulitan ekonomi itar tahun 1997 — 1999

rjaan, orang semakin ggur karena
ekerjaan. Mereka mem arena modal
rlu punya kios atau t ereka bisa

eluarganya.

atau perpind e kota, ora g dari desa

ke kota karena di pekerjaan. verangkat ke

odal pendid . Akhirnya, ba

PAREPARE

ang menjadi

11, sebagai
berikut:

**Khairil Anshar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum
Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum: Banda Aceh, 2016), h. 39-40.

>Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, hal. 7.
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Terjemahnya:
“Bagi manusia ada malaika ang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belak enjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Alla
merubah keadaa

menghendaki
menolaknya;

suatu kaum sehingga mereka
endiri. Dan apabila Allah
aka tak ada yang dapat

reka selain Dia.”
diwajibkan

melaku aan atau usaha ang untuk n o i yang halal

demi an  hi i : ang dengan
sendiri A ntuk mencari.
an Presiden Nomor 125
Pedagang Kaki Lima sud dengan

PKL) adalah pelaku usaha 3 perdagangan

nakan sarana usa i enggunakan
fasilitas sosi Pemerintah
dan ata I i : i an demikian
| a Ekonomi
ya dari segi

penataandan pemberdayaannya.

*®*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 199.

“’Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1.
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Oleh karena itu, didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jelas disebutkan bahwa pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh,

optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif,

pemberian kesempatan berusaha, d perlindungan, dan pengembangan usaha

seluas-luasnya, sehingga ma dukan, peran, dan potensi Usaha
Nikro, Kecil dan Men 2 judka han ekonomi, pemerataan

dan peningkatan pe

alam Negeri

ng Pedoman Penataan d dagang Kaki

dagri tersebut dijelaskan jumlah PKL

yang a berdampak pada terga lalu lintas,
erta fungsi prasarana kawa rkota karena itu
perlu a PKL yang i pendataan,

odalan, peng

Tahun 2008
tentang "Pe aan da ataan F ang Kak a Ba asal 1 ayat (5),

dijelaskan bahwa yang dimaksud PKL' adalah seseorang yang menjalankan usaha

*®Republik Indonesia, Undang-Undang. RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.

*Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3.
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perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang
dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-
tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau

tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan / pengelolaan

Pemerintah Daerah.*
Kegiatan penataan itan tersendiri bagi pemerintah.

Selain jumlahnya ya anyak, keber juga dipengaruhi berbagai

aspek terutama eko adalah jumlah PKL yang
sangat nnya, ruang
publik : enimbulkan
konflik gguna ruang publik ters

nelitian ini, peneliti ak

yaitu ementasi Maslahat Terha
Lima (Studi
S adalah pen

) untuk mengeta

mendorong kepada kebaikan manusia. 'Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti

sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu

*%perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima, Pasal 1.

*'Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 58.
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yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti
keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti
menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat

dikatakan Mashlahah.*?

2.3.3 Pedagang Kaki Lima, yang disebut PKL adalah seseorang yang

menjalankan usaha perdag dengan mempergunakan sarana

gy dan melakukan kegiatan

PAREPARE

* Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi Dan Keuntungan Kontemporer: Dan Teori Ke Aplikasi
(Cet. 11, Jakarta: Kencana, 2018), h. 117.

** Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki
Lima, Pasal 1.
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2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pembinaan dan Penataan PKL
di Kota Parepare

Teori Maslahat Teori Kebijakan

. Publik
Tingkatan Maslahat 1. Efektif
1. Al-mashlahah al-dhardriyyah 2. Efisien
2. Al-mashlahah al-hdjiyyah 3. Cukup
3. Al-mashlahah al-tahsiniyyah 4. Adil
5. Terjawab

Memelihara lima unsur pokok
manusia, yaitu :
1. Memelihara agama

Memelihara jiwa
Memelihara akal
Memelihara keturunan
Memelihara harta

AN A

v

Temuan/Hasil
Penelitian

26
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan akan penelitian lapangan (field research)

karena peneliti harus terj arakat/lapangan.' Penelitian ini

an ini ingin
pangan dan

ta. Pengumpulan data iah dengan

na yang terjadi dimana ai instrumen

enelitian

titik tempat

dan Kantor

'Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan
Untuk Perkembangan Pengetahuan (Cet. I, Yogyakarta: Andi, 2017), h. 13.

2Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas &
Studi Kasus (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

$Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I, Jakarta: CV
Jejak, 2018), h. 8.

27
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Parepare adalah sebuah daerah bergelar Kota dan bukan Kabupaten, yang
merupakan kota kedua setelah Kota Makassar. Berdasarkan surat Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kota Parepare
tanggal 17 Februari 1960.* Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J.

Habibie, Presiden RI ke-3. Kota P erupakan salah satu daerah di Sulawesi

Selatan yang memiliki rletak pada jalur perlintasan

transportasi darat m aik arah Uta maupun Timur — Barat,

’39” - 4°04°49” Lintang
Kabupaten
en Barru di

akassar di sebelah barat

pemerintahan terbagi m yang terbagi

, yaitu Kecamatan Bacu ukiki Barat,

ecamatan Soreang. Kota Pa mengalami
an penduduk
itu sendiri mé pare. Jumlah

a Parepare Ta 2 : : ji ersebar di 4

19.190 jiwa.?

*Pemerintah Kota Parepare, Sejarah Kota Parepare, Official Website Pemerintah Kota
Parepare. https://pareparekota.go.id/?page_id=33 (15 Januari 2020).

°Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka 2019 (Parepare: BPS
Kota Parepare, 2019), h. 9.

®Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka 2019, h. 48.
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Jumlah penduduk di Kota Parepare meningkat setiap tahunnya, membuat
masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan ekonomi dan terbatasnya jumlah
lapangan pekerjaan. Sehingga tidak mampu menampung para pencari kerja yang

jumlahnya jauh melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Beragam cara yang

dilakukan masyarakat Kota Parep Ik dapat bertahan hidup. Salah satu

pekerjaan yang dipilih agang. Para pedagang tersebut

berjualan dengan mer

modal yang

akan.

u di JI. Lahalede, JI. M Kantor Pos,

ter. Lokasi ini ramai P arena posisi
PKL tersebut mela bukan pada
i atas trotoar dan badan j

ongkar pasa empat  yang

Penelitian

n penelitP klnlE"P NaRIEmg wakt

Pada penelitian ini penulis ingin'memfokuskan penelitiannya pada nilai-nilai

maslahat terhadap Pembinaan dan Penataan PKL.
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3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan
Data penelitian menurut jenisnya terdiri dari dua sumber, yaitu data primer
dan data sekunder.’

3.4.1  Sumber data primer melalui wawancara atau interview dengan menggunakan

instrumen beberapa daftar pertanyaan dari rumusan masalah. Data primer pada

penelitian ini adalah data h 1. PKL dan masyarakat setempat
(pejalan kaki).
3.4.2 Sumber data sekt ata pe mempunyai

relevans I/jurnal, dan

n yang ada maupun m
pustakaan adalah pen kan dengan
kum yang berkaitan de akan diteliti.
ri penelitian ini adalah Per . 008 tentang
L di Kota

dengan objek penel

H‘Eh dalam

3.5.1 Observasi

Observasi lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan

"Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Cet VI,
Jakarta: Kencana, 2017), 137.
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informasi yang ada secara langsung.® Peneliti melakukan kunjungan lapangan
terhadap objek penelitian. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang
muncul sangat berharga untuk penelitian ini.

3.5.2 Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dil gan berhadapan langsung dengan yang

diwawancarai.® Dengan d informasi yang lebih mendalam
mengenai objek ya eneliti akan melakukan

/pejalan kaki, dan pihak

ta yang lebih lengk ka peneliti

untuk mencari data
. Dokumentasi merup i pulan data
dengan mencatat suatu laporan v
terdiri 2nulis doku kumentasi i pakan data

kongkri bisa penulis jadi tuk menilai adanye sesuai judul

ua dokumen

ebagai suPeA\nnE.PhﬂEya doku

peneliti an penelitian

perlu d dalam suatu

peneliti amin, karena

. Adapun data

8Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 110.
%Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya IImiah, h. 138.

01 Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam llmu Sosial, Pendidikan,
Kebudayaan Dan Keagamaan (Cet. |, Badung: Nilacakra, 2018), h. 65.

W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 123.
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yang di dokumentasikan antara lain: buku, surat kabar, transkrip, arsip, foto dan lain
sebagainya yang berhubungan dengan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan
dan Penataan PKL. Serta buku-buku yang berkaitan tentang Maslahah.

3.6 Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah ana a dilakukan dengan mengikuti cara yang

disarankan oleh Miles and bahwa, aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilaku ara interaktif ¢ gsung secara terus menerus

ang penting, dicari te lanyz m penelitian
uksi data melalui ben isis
kan, menyingkirkan h dia idak perlu.
an-kesimpulan dapat ditari ijelas

display (pen lanjutnya adz nyajian data

uraian sing ar kategori, dan ya. Penulis

alaskan hasil

kat, padat da

3.6.3 sion dra\F*rnirpin)RrE kesimp verifikasi.®®
Penulis an
yang Se n penelitian

menjadi jelas.

2| Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan,
Kebudayaan dan Keagamaan, h. 80.

3Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi
kasus, h. 86.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konflik Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare

Keberadaan PKL sudah lazin mui hampir semua daerah di Indonesia.
Banyaknya PKL yang berj bahu jalan sering mendatangkan
beragam persoalan. P dah tidak terhitung jumlah
bagai faktor.
yarakat dan
n pekerjaan. Sehingga amp mpung para
a jauh melebihi jumlah | peke ang ada.
at berjualan, para PKL lokasi yang
I dan pengendara, seperti tr . Inilah yang
KL di Kota
kemacetan.

tu:

pencemaran
rapi. Letak
tempat berjualan para PKL yang tata kelolanya buruk, mengakibatkan kota terkesan
kumuh dan tidak teratur. Penyebabnya antara lain, sampah dari kegiatan berjualan
para PKL yang terkadang pembuangannya ditumpuk begitu saja di tepian jalan dekat

trotoar. Sehingga, kawasan tersebut menjadi kotor, becek, sampah yang berserakan,

33
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dan kumuh.
4.2.2 Kemacetan Lalu Lintas
Kemacetan yang terjadi diakibatkan oleh adanya PKL disebabkan karena

sarana dagang PKL yang berada di bahu jalan. Dengan adanya PKL yang berjualan di

tepi jalan raya mengakibatkan tata ota menjadi sempit dan menghambat laju

kendaraan yang melintas. ang diungkapkan oleh Bapak

Ariyadi, S.Sos sebagai

ya, lalu lintas macet | penjual durian yang ada

bahu jalan

ada di badan

enter, hal ini

ecara berlebihan. Seper : di di depan

SMPN ) A ing terjadi kemacetan i Putri salah

astl tambah

pembelinya
adanya tempat

parkir yang disediakan oleh PKL sehingga para konsumen menempati badan jalan.

Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020.

’Indah Cahyani Makmur, Pejalan Kaki, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 8 Januari 2020.
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4.2.3 Mengambil Hak Pejalan Kaki
Ruang publik trotoar dan badan jalan yang difungsikan sebagai hak pejalan
kaki dan pengendara kini beralih fungsi menjadi aktivitas jual beli oleh PKL.

Aktivitas PKL di Kota Parepare yang berjualan di trotoar bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah No. 34 Ta 5. bahwa trotoar berfungsi sebagai jalur

pejalan kaki untuk menjami aki. PKL di kota Parepare yang

mengalami peningkatz ke tahun, me 1 penggunaan ruang trotoar
dan bahu jalan semé enyempit. Bukan hanya ruang tempat berjualan tetapi
an parkir di
itnya ruang
trotoar.
kaki, bukan
untuk d Pasal 28 UU
No. 22 Setiap orang
dilarang kerusakan

fungsi perbuatan ye

ganggué fungsi perle na dimaksud ¢

PAREPARE

Pasal 25 ayat

n Angkutan
endukung yang
berupa trotoar, tempat penyebrangan, ‘dan fasilitas lain; 2) Pejalan kaki berhak

mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan di tempat penyebrangan; dan 3)

*Republik Indonesia, Undang-Undang Rl Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 28.
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Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki
berhak menyebrang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan
dirinya.*

Serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Pasal 34

tentang Jalan yang disebutkan bahwe ang manfaat jalan meliputi badan jalan,

saluran tepi jalan, dan amb ang manfaat jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat n yang dibatasi oleh lebar,
tinggi, dan kedalaman te i oleh penyelenggara jalan yang
ang manfaat

agi median,

ah, bahu jalan, saluran t eng, ambang

lian, gorong-gorong, p an bangunan

otoar sebagaimana di

(3) hanya
tas pejalan kaki.

pta Parepare

ping vyaitu
kaki yang

*Republik Indonesia, Undang-Undang Rl Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 131.

SRepublik Indonesia, Peraturan Pemerintah. Rl Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 34.

SAriyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020.
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seharusnya untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Dengan aktivitas berjualan
tersebut ada yang dimulai dari pagi hari hingga malam dan ada pula yang berjualan
dimulai pada sore hingga malam hari, tentunya tidak ada ruang bagi pejalan kaki
untuk memanfaatkan trotoar tersebut sebagaimana fungsinya.
4.2.4 Membahayakan Pengendara

Penggunaan tempat PKL untuk berjualan di-bahu jalan yang tidak semestinya
digunakan karena dapat membahayakan orang lain atau pedagang itu sendiri. Apabila
pembeli memarkir kendaraannya maka akan menyebabkan masalah yang utama,
membuat kemacetan lalu lintas. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak
Ariyadi/yang merupakan Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota

Parepare sebagai berikut:

“Tentunya, ini sangat membahayakan pengendara lain karena apabila ada orang
yang singgah beli, biasa langsung macet, biasa orang yang mau keluar langsung
ada kendaraan yang lewat. Ini bisa menabrak kendaraan lain.”’

Permasalahan tersebut disebabkan karena menyempitnya badan jalan karena
penggunaan bahu jalan untuk ruang parkir secara berlebihan. Hal ini diperparah oleh
kendaraan yang melewati ruas jalan.tersebut. Sehingga ruas jalan yang sempit, tidak
bisa menampung kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Permasalahan transportasi
di daerah perkotaan seringkali disebabkan tingginya kebutuhan pergerakan yang tidak
bisa diimbangi_dengan Ketersediaan Tuas jalan yang ada. Ini_bisa membahayakan
pengendara lain.

Haswin sebagai salah satu pengendara menyatakan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya pasti ini membahayakan pengendara lain. Apabila pembeli
memarkir kendaraan di jalan raya dan banyak motor yang terparkir maka ini bisa
membahayakan karena jalan yg sempit. Apabila tiba-tiba ada yang membawa
kendaraan dalam kecepatan yang tinggi bisa membuat kesenggol motor yang

"Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020.
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terparkir. Dan itu sangat membahayakan.”®

Eksistensi PKL yang ada di Kota Parepare keberadaannya banyak diminati.
Sehingga Pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban untuk membina dan menata
serta menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan

mempertimbangkan aspek ketertiban,. keamanan, keindahan dan kebersihan

lingkungan. Selain itu juga d agar dapat mengantar mereka ke

kondisi yang lebih bai n usaha dan peningkatan
dagang kaki
lima ag agi berjuals g telah dilarang. etapi, dalam
alan mulus.
banyaknya

enghasilkan
g berhasil diserap. Tete

an persoalan

yang m hkan"keseriusan dalam penyelesaiannya. Sehi erintah Kota

menegakkan Pe a 2008 tenta binaan dan

jang Kaki Li

PAREPARE

®Haswin, Pengendara, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 13 Februari
2020.
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4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki
Lima di Kota Parepare
Dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang

Kaki Lima, setiap PKL wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta memenuhi setiap kewajiban fi g dibebankan kepadanya. Selain itu, PKL

juga diwajibkan untuk sen ertiban, keamanan, kebersihan,

keasrian dan keseha ungan di loka usahanya; menjaga dan
memelihara norma etika, sus juj an dan kepribadian bangsa dalam
dan tidak

h peraturan

bertentangan dengan Jan agama;

n diluar lokasi yang te atuhi aturan

emelihara nama baik A

untuk larangan bagi Par L dilarang

endirikan t j i uali apabila

oleh Pemeri it i : empat semi-

akukan kegi bah bentuk

yang F*)n E;PNHLE dari P ah Daerah;
me

kerumahtanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha; menggunakan badan jalan, atau

menempatkan peralatan / barang pada tempat yang dapat menggangu arus lalu lintas

%Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima, Pasal 22.
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atau pejalan kaki, kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu;
membiarkan peralatan atau komponen / rangka / tenda / tempat berjualan berserakan
setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan atau dapat

disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan; menjual minuman

silaan:°

Serta menemg : idak aman, yang dapat
menyebabkan timb a be usibah lainnya. Bagi PKL yang
kegiatannya
empat yang
pangan jalan."*
elakukan kegiatanya ses yang benar,
n yang berlaku. Hal ini
tpol PP. Pelaksanaan pener
melalui ahap yaitu di isan, dibuatka pernyataan,
diminta pindah temp Seperti yang

Derda No. 6

terlamp skripsi ini,

Tahun ? inya diminta
untuk p

cC vally UITUrngrapRao OIC dk A~ yalul, 5.50 clad(dl DE
“Itupun yang kita lakukan pencabutan izin, bagi PKL yang betul-be

penuh trotoar. Ini pernah dilakukan di JI. Agussalim jadi kami menyurati tapi
masih tetap berjualan di bahu jalan, jadi tempat jualannya kami pindahkan.

1% perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima, Pasal 22.

“perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima, Pasal 22.
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Izinnya belum ada karena tidak ada izin untuk PKL di bahu jalan Agussalim.
Saya pastikan tidak ada izinnya disana.”"?

Kebijakan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan
dan ketertiban PKL. Suatu hal yang tidak mudah bagi Satpol PP saat melakukan
penertiban, tidak jarang saat melakukan penertiban ada PKL yang susah ditertibkan,
setelah dilakukan penertiban PKL kembali melanggar aturan yang ada.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Petugas Satpol PP sebagai

berikut:

“PKL itu adalah sahabat Satpol PP, kami selalu turun mengawasi dan
menertibkan. Tapi ada juga sebagian yang, keras kepala, sudah ditegur tapi masih
tetap berjualan ditempat yang dilarang. Jadi selalu kita lakukan pengawasan,
patroli pagi, siang dan malam untuk memantau situasinya PKL terutama ini yang
menutup akses pejalan kaki'dan di badan jalan karena ada juga aturan UU
tentang jalan. Yang paling susah“di atur di JI. Lahalede karena pernah ada PKL
yang Permanen. Tapi sekarang sudah bagus dan bersih. Dibolehkan jualan di JI.
Lahalede yang penting dibersihkan kalau sudah berjualan dan tempatnya tidak
boleh bermalam harus di bongkar pasang.”*®

Selain itu, Ibu Marwah Subhi juga mengungkapkan hal yang serupa sebagai

berikut:

“Setiap hari Petugas Satpol PP datang memantau atau mengawasi PKL yang ada
disini (PKL JI. "Mattirotasi). Kemarin Satpol PP menertibkan tempat berjualan
disini, saya kemarin dilarang berjualan dibagian ujung, jadi saya dipindahkan
beberapa meter dari tempat tersebut karena Satpol PP membagi tempat sebagian
untuk pejalan kaki sebagian lainnya untuk berjualan karena sebenarnya trotoar
ini untuk pejalan kaki dan.sudah diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang
Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.”"*

Dari hasil wawancara/di atas, dapat peneliti-simpulkan bahwa Satpol PP sudah
melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

2Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

BAriyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

Y“Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 06 Januari 2020.
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148 bahwa : “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan
Polisi Pamong Praja”."® Jadi Satpol PP di Kota Parepare berusaha menegakkan Perda

No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL dengan menjalankan

tugasnya dalam mengawasi dan PKL walaupun sebagian PKL susah

untuk diatur.

o0s sebagai berikut:

elalu melakukan sosiali asang Papan
n di lokasi PKL di troto i n bahwa ada
i Perda No. 6 Tahun binaan dan
at jualannya
s di bongkar

melakukan melakukan pendekatan

bolehkan be n kebijakan

tidak te mEebagian 0

pejalan kaki

an berjualan
a agar tetap
mengatakan

sebagai berikut:

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 148.

®Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.
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“Terkait pemasangan Papan bicara tentunya ada yang pro kontra. Ada yang
setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju mungkin karena sudah nyaman
berjualan di sana dan sudah lama. Di satu sisi dia melanggar Perda No. 6 Tahun
2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL. Jadi selama ini upaya kita itu
Humanis, selalu kita melakukan pendekatan-pendekatan Persuasif. Jadi Kkita
dekati, menyampaikan secara lisan untuk membersihkan tempat jualannya
setelah berjualan. Jadi kita tidak larang karena ini mereka juga mencari nafkah
untuk kebutuhan keluarga. Kalau sudah menjual, tempat jualannya harus
dibersihkan.™’

Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam.menegakkan Perda tersebut bersifat
humanis yakni menggunakan pendekatan Persuasif terhindar dari kesan keras
terhadap PKL sebagaimana masyarakat pikirkan. Ini adalah salah satu upaya yang
dilakukan Satpol PP agar PKL nurut.dangmau ditertibkan. Walaupun ada sebagian
yang melawan tapi hanya beberapa saja. Ibu Marwah Subhi yang berdagang di jalur

Kembali Nol menyatakan sebagai berikut:
“Tidak pernah kami melawan karena Satpol PP bertugas dengan baik tidak
pernah bertindak kekerasan. Biasanya hanya peringatan berupa teguran secara
lisan. Tidak pernah ada dilakukan penggusuran.” *®

Hal ini juga diungkapkan oleh Rinaldy sebagai berikut:
“Tidak pernah melawan saat ditertibkan”*®

PKL lainnya pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Rinaldy dan Ibu

Marwah Subhi, Ibu Imma mengatakan sebagai berikut:

“Tidak pernah kami melawan jika ditertibkan karena petugas Satpol PP hanya
memberikan teguran, memberikan arahan.supaya area trotoar tidak terpakai
semua untuk berjualan dan tidak pernah melakukan kekerasan. Ada beberapa
PKL di sini (JI. Lahalede) yang _melakukan_perlawanan. Mereka melapor ke
Pemerintah karena memang di sini pernah dilarang berjualan di sepanjang jl.
Lahalede. . Tapi-Alhamdulillah. pemerintah..memberikan..kebijakan sebagian
trotoar digunakan untuk pejalan kaki sebagian untuk berjualan. Boleh menjual
yang penting jangan di penuhi jalanan dan tempat dibersihkan ketika selesai

Y Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

®Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 06 Januari 2020.

Rinaldi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06
Januari 2020.
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jualan.”?

Kebijakan yang diberikan kepada PKL harus dijalankan, apabila ada yang
melanggar maka Satpol PP akan bertindak tegas. Pemerintah Kota melalui Satpol PP
memberikan izin apabila PKL mau menaati segala aturan yang ada. Menurut Satpol

PP oleh Bapak Ariyadi, S.Sos mengata

“Sebagaimana kita ketahui b
dalam Undang-Undang
tidak apa-apa berjual
pejalan kaki. Kare
Karena kami ju
jelasnya trotoar

sebagai berikut:

r itu adalah haknya pejalan kaki diatur
6 tentang Jalan. Dengan kebijakan
ing jangan tutup akses daripada
semua akses pejalan kaki.
ian PKL. Memang yang

L ya
in mematikan
a pejalan kaki.”**

pejalan kaki.

Hal ini apkan oleh sala U atas nan g mengatakan

sini diberikan kebijakan jala akan untuk
ainnya untuk pedagang . i yang saya
s untuk berjualan. Disin an dari sore
n di trotoar sebenarn ereka telah

melangg i intah. I enimbulkan

bahwa kan berjualan asalkan s an kaki dan

harus K iha ama IRA

®|mma, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 08
Januari 2020.

2! Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

*’Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 06 Januari 2020.
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Ditinjau dari Perda tersebut dan hasil wawancara jelas bahwa kegiatan PKL
yang ada di JI. Lahalede, JI. Mattirotasi, di Samping Islamic Center merupakan
kegiatan yang melanggar hukum, karena PKL di tiga tempat tersebut sebagian PKL

tidak mempunyai izin dari Pemerintah Kota Parepare, para PKL menempati tempat-

tempat yang tidak seharusnya dig ntuk berjualan karena mengambil hak

pejalan kaki, membuat kem eindahan kota. Walaupun ada
izin tetap berjualan di ak ditutup penuh dan tetap
etertiban. Selain itu, setiag wajib membayar dana

akan sebagal

embayar dana retribusi i kebersihan
: erhari dari pagi sampai stribusi dari
3l ma 3.000,00 perhari dari Di
arkan si yang dilakukan penel dak ada lagi
PKL ya ualan di badan_jalan Mattirotasi karena sudah dite oleh Satpol
PP. Sel ana hasil wa mengatakan

attirotasi c!i
ersusun rapi,
Mattirotasi,

rang ini penjua

> Kembali_Nol. Bisa
ada kami liat ya

karang PKL

yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Raya Mattirotasi semuanya di arahkan ke

*Imma, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 08
Januari 2020.

**Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



46

Jalur Kembali Nol. Disana tempat PKL tersusun rapi dan memberikan sebagian jalan
untuk pejalan kaki. Sehingga di tempat tersebut sudah tidak terjadi kemacetan.
Dapat disimpulkan bahwa PKL tetap diberikan kebijakan oleh Pemerintah

Melalui Satpol PP, PKL berhak mendapatkan pembinaan dan penataan.

Penyelenggaraan pembinaan ada nbingan, penyuluhan dan pelaksanaan
penataan tempat berjuala p_terjaga keamanan, ketertiban,
keindahan dan kesehat erintah Kota Parepare tidak
serta tidak
membangun
jelas dilarang untuk ; kan barang

arus lalu lintas menjadi . Ini 5an mengapa

embuat sebuh kebijakan

tas kum Penegakan Perda No. Tah 08 tentang

si Perda No.

1. Faktor Hukum

Pihak yang berfungsi untuk menegakkan Perda adalah Satpol PP, namun di
sisi lain harus memperhatikan jalan keluar bagi para PKL untuk tetap dapat
melangsungkan kehidupannya. Sehingga timbul adanya keadilan bagi para PKL

dimana ada peraturan harus ada solusinya.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



47

PKL yang ada di JI. Lahalede, JI. Mattirotasi dan di Samping Kantor Pos
sampai sekarang masih berjualan di trotoar dan badan jalan karena belum ada lokasi
khusus yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Hal ini diungkapkan oleh

Bapak Ariyadi, S.Sos sebagai Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP

Kota Parepare mengatakan sebagai

“Tidak ada penolakan s karena belum ada tempat yang
disediakan khusus un intah wajib memberikan tempat
tapi selama ini bel k berjualan. Sementara ini,
a menjual atau selesai

pen Jika ada PKL yang m
tega: PP memberikan surat p hulu kepada
lang segera mematuhi pera
yak li. Dan jika sudah tiga kali i un dan PKL

ar, maka pih ksi tegas.

aya membe solusi atas
memberikan
arus di taati.
mematikan
usahanya.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam mengatur

kehidupan bersama, bersifat mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warganya. Peran

>Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.
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Pemerintah Kota Parepare sebagai lembaga organisasi Pemerintah mengatur Perda
No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL. Berdasarkan konsep
Kebijakan Publik, dapat diukur sejauh mana Perda tersebut terlaksana dengan baik

yaitu harus terpenuhinya beberapa kriteria yang digunakan :%

1.  Efektif

Berdasarkan hasil pe kan bahwa kesadaran terhadap
aturan yang telah dib minim karena yak PKL yang berjualan
alaupun ada beberapa kebijake diberikan. Perda
ing Kantor
Pos ya eh Pemerintah Kecema pare, selain
a. Dan hal ini selaras d j ( knya Perda
mbinaan dan Penataan

n oIeh Bapak Ariyadi, S.Sos
m Kantor Po ne

ipindahkan
dak menutup penu kses untuk

| Dulun r sa Jalan d arena kita
¢, Dulumgi gl oo i

dicapai. Pemerintah wajib memfasilitasi pengembangan usaha dan modal usaha

8Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik , h. 10.

T Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.
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PKL yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana pinjaman lunak untuk modal
usaha kecil menengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
penetapan kebijakan yang mendukung kemudahan akses permodalan PKL ke

lembaga-lembaga keuangan daerah, pembentukan dan pemberdayaan koperasi PKL,

atau pemberian bantuan lunak sarana peralatan bagi PKL.%

3. Cukup
adalah suatu keb

Cukup yang di pat mencapai hasil yang

diharapkan dengan sumber daya yang ada. Sumber daye dimaksud ialah
Satpol PP
yang m erdasarke S : dengan lbu

elaku Camat Ujung K daya yang

dan penataan PKL di alah Camat

an para Pejabat lingk or an Ujung,

Waliko aris Daerah Kota Parepare, ni, allusetasi

jung Sabba jung, Dinas ait (Dinas

dan Perdag aga Kerja, Dinas PP, Dinas

nas Lingkun erbankan /

KK, SMKFArRrEEPAoRjE)ara PKL.

ubungan), P

008 tentang

%8Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima, Pasal 11.

2% Ulfah Lanto, Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Komunitas Pada
Wilayah Kecamatan Ujung Melalui Pengembangan Community Base Development (CBD) (Parepare :
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 111 Angkatan V1l Lingkup Pemerintah Kota Parepare
Bekerjasama Dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, 2019),
h. 15.
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Pembinaan dan Penataan PKL, maka Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP
membolehkan PKL berjualan di beberapa trotoar di Kota Parepare kebijakan tidak
boleh menutup penuh akses pejalan kaki, sebagian digunakan untuk berdagang
sebagian untuk PKL, serta harus tetap menjaga kebersihan dan keindahan kota.

Sebagaimana juga diungkapkan oleh.dbu camat Ujung sebagai berikut:

“Ini bagaikan dua mata pisau antara kemanusiaan dan aturan. Jadi kira-kira kalau
kita gusur, ini warga, warganyanya siapa? Kemudian kalau kita tidak gusur ada
aturan. Karena kita sebagai Kepala Wilayah (Camat) kita punya masyarakat.
Disinilah kebijakan yang harus kita pikirkan matang-matang kira-kira solusinya
seperti apa supaya bisa imbang. Jadi saya ambil tengahnya untuk solusi.
Bagaimana_ kalau kita menata dengan rapi_kemudian fungsi_dari_trotoar tetap
berjalan.”*

Jadi Camat Ujung, Ibu Ulfah Lanto, S. Stp, M.Si membagi trotoar yang
berukuran 5 meter di samping Kantor“Pos yakni 3 meter untuk' PKL dan 2 meter
untuk pejalan kaki jadi trotoar tetap berfungsi untuk pejalan kaki. Pada saat itu pula,
Ibu Camat Ujung mengambil keputusan bahwa PKL khususnya di Kecamatan Ujung
jangan dihilangkan tetapi ditata. Selain dilakukan penataan juga dilakukan pembinaan

terhadap para PKL. Sebagaimana yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Kalau menata perbaikan saja sudahvitu dilepas tidak menjamin meningkatkan
kesejahteraannya mereka. Mereka harus dibina karena perlu memperhitungkan
juga SDM yang ada. Bisa dicek PKL banyak yang tidak tamat SD, banyak buta
huruf. Tglrget saya kemarin setelah pembinaan, outputnya mereka bisa menjual
online.

5. Terjawab
Kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu
masalah tertentu dalam masyarakat. "Adanya aturan yang dibuat Pemerintah Kota

Parepare dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL

%%Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.

$1Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.
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dapat memenuhi kebutuhan para PKL yang ada di Kota Parepare.

4.2.2 Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Terkait aturan yang dibuat Pemerintah Kota Parepare dalam Perda No. 6
Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, kehadiran PKL
dianggap masalah karena mengganggu ketertiban. Melihat realita yang ada,
diperlukan sebuah solusi antara mempertahankan hidup. dalam perekonomian PKL
dan penegakan aturan Pemerintah Kota Parepare maka Camat Ujung melakukan

Penataan dan Pembinaan terhadap PKL. Hal ini diungkapkannya seperti berikut:

“Permasalahan itu bukan berarti kita harus menghilangkan PKL dari Kota
Pargpare. Akan tetapi Kita harus menata dan membina sehingga PKL itu menjadi
tertib sekaligus bisa menjadi ikon di Kota Parepare, bahwa PKL di Parepare
tertata rapi dan berpenampilan cukup baik.”*?

Kecamatan Ujung sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Parepare
memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada di Pusat Kota dimana terdapat
banyak '1kon-ikon Kota Parepare seperti Monumen Cinta Habibie-Ainun, Balai
Pertemuan Ainun, dan Lapangan Andi Makkasau. Mengingat ikon-ikon kota yang
sangat penting tersebut, maka secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap
aktivitas perekonomian yang ada disekitarnya salah satunya adalah PKL. Keberadaan
PKL pada lingkup Kecamatan Ujung Khususnya wilayah Kelurahan Mallusetasi yang
berjumlah 24 PKL yang tersebar dibeberapa tittk utama, yaitu_di Samping Kantor
Pos, Depan Kantor Pos dan Samping Pelabuhan.*®

Pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare telah melakukan penataan PKL

yang berdagang di sepanjang JI. Sultan Hasanuddin agar lebih rapi. Camat Ujung, Ibu

%2Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.

*Ulfah Lanto, Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Komunitas Pada
Wilayah Kecamatan Ujung Melalui Pengembangan Community Base Development (CBD), h. 2.
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Ulfa Lanto mengatakan pihaknya melakukan pembersihan lokasi tersebut agar lokasi
yang dulunya dikenal kumuh akan terlihat lebih bersih dan rapih. Langkah awal yang
dilakukan yaitu membersihkan sampah di selokan agar air tidak tersumbat. Sehingga

tidak mengakibatkan banjir disepanjang JL. Sultan Hasanuddin. Pembersihan

dilakukan oleh ibu Camat besert a, para PKL, serta melibatkan dinas
kebersihan.
Camat Ujung j tetap menjaga kebersihan

dan keindahan sert elalui bantuan beberapa

g dapat diminati banya ang disukai

rsebut melibatkan SM

agai salah satu pedagan . antor Pos

perti berikut:

an i urusan Tata
imbi ampai betul-

menyajikan
! ”34

kebersihan
rpenampilan deng

dan membina PK perbaikan saja sudah i1tu |Iepas tidak
menjamin menlngkatkan kesejahte xannya mereka. Mereka harus dibina karena
perlu memperhitungkan juga SDM yang ada.”*

**Mirawati, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 07
Februari 2020.

%Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.
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Selain itu, Ibu camat juga menargetkan setelah pembinaan, para PKL juga
bisa memasarkan dagangannya secara online. Namun terkendala dengan kemampuan
PKL yang banyak buta huruf. Seperti yang diungkapkannya bahwa “Bisa dicek PKL
banyak yang tidak tamat SD, banyak buta huruf. Target saya kemarin setelah
pembinaan, output-nya mereka bisa menjual.online.”

Ibu Ulfah Lanto, S.STP, M.SiI juga mengungkapkan, PKL tetap diberikan
kesempatan untuk menempati lokasi tersebut karena tidak adanya lokasi strategis
untuk mereka dan juga tidak ingin mematikan usaha mereka. Dengan mengambil
solusi dari adanya aturan dari Pemerintah Kota dan fungsi dari troatoar tapi tidak
menggusur PKL yang ada. Maka beltau memberikan solusi yakni 3 meter untuk PKL
dan lebihnya digunakan untuk pejalan kaki. Sehingga tidak ada yang merasa
dirugikan.

Sebagaimana diungkapkannya seperti berikut:

“Ini bagaikan dua mata pisau antara kemanusiaan dan aturan. Jadi saya ambil
tengahnya untuk solusi. Kita menata dengan rapi kemudian fungsi dari trotoar
tetap berjalan. Jadi kebetulan di samping Kantor Pos itu lebarnya 5 meter dari got
ke jalan raya. Jadi saya gunakan-disana 3 meter untuk PKL dan 2 meter untuk
pejalan kaki jadi tetap’ bisa berfungsi. Karena kita sebagal Kepala Wilayah
(Camat) kita punya masyarakat. Jadi disinilah kebijakan yang harus kita pikirkan
matang-matang kira-kira solusinya seperti apa supaya bisa imbang. Jadi pada saat
itu 'pula, saya ambil keputusan PKL khususnya di Kecamatan Ujung jangan
dihilangkan tetapi kita tata. Kalau dihilangkan kasian mereka, kalau kita tata ada
banyak dampak yang bisa kita berikan.”?’

Sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota Parepare terkait dibidang
kesehatan, pendidikan dan pariwisata, membuat Camat Ujung menginginkan

penataan dilakukan agar menjadi daya tarik wisata kuliner dan bisa diminati

®Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.

$"Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.



54

wisatawan, berhubung tempat yang digunakan sangat strategis dan berdekatan dengan
Pelabuhan Nusantara.
Berpedoman pada Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan

Pedagang Kaki Lima Pasal 6, yakni :

(1) Pemerintah Daerah berkewajibar Ikan penataan terhadap PKL, khususnya

terkait dengan kepentin ngan berusaha yang mendukung
pengembangan u

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam bentuk

n; d) Waktu

dan arah hadap tempa jumlah PKL
Aktivitas PKL berke
arana pendukung di lok esehatan dan

erta j) Keamanan dan ketert

Pemerintah : esuai  Perda
suai pada Pa ng memberi itas-fasilitas
sarana | ng bagi usa sanuddin, ya puti fasilitas

innya sesuai

“Semua kebutuhan dasarnya saya penuhl listrik, grobak gratls papan menu
semua gratis. Saya cuma sampaikan kepada mereka dengarkan saja arahanku
jaga kebersihan, itu ji ku minta. Sampai yang menjadi nilai plus saya kemarin ada
laiak sehatnya. Jadi diberikan stiker laiak sehat, ini stiker tidak gampang
didapatkan. Kita renovasi semua tempat dan membersihkan selokan. Bayangkan

%8perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima, Pasal 6.
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25 tahun baru dibersihkan disana. Jadi semua kebutuhan dasarnya kami
penuhi.”®

PKL di Samping Kantor Pos membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibu

Camat Ujung, lbu Mirawati mengatakan seperti berikut:

“Iya semuanya kami difasilitasi. Sudah ada listrik, tempat samEJah, ada papan
kecil untuk daftar menu dan gerobak. Cuma air yang belum ada.”

Demi tercapainya Kketertibz optimalnya pemberdayaan PKL di

sepanjang JI. Sultan Hasa n.Kelurahan Ujung membentuk
suatu komunitas yang itas tersebut diberi nama
mempunyai
PKL.

ak lokasinya

L JI. Sultan Hasanud kunan PKL

a“41
Terhadap Pembinaan agang Kaki

re

terkadang m bagi suatu | jan dan bisa

mudharat ba 2 Atas dasar a ulama ahli

figh me an kaedah-ka ujuan terseb a lain “adh-

oI T R oo

dharar h-dhararyn”

Ulfah Lanto, Cama ung Kota awancara di-Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.

““Mirawati, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 07
Februari 2020.

“Ulfah Lanto, Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Komunitas Pada
Wilayah Kecamatan Ujung Melalui Pengembangan Community Base Development (CBD), h. 6.

*2Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan
Tolchah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Cet. VIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),
h. 124.
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(ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan); “dalam
menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana
untuk mengatasi bahaya yang umum); “daf’u adh-dharar muqaddam ‘ala jalb al-

mashalih” (Menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan).® Menolak

kerusakan jauh lebih baik dibanc mendatangkan kebaikan karena jika

kerusakan sudah dihindari d ada hanyalah manfaat.
umum bahwasanya sudah
embinaan dan Penataan

. Masih ada

3 : me an beberapa

atif. i itu, digunaka ep ah dalam

enjelaskan, seluruh ula at m )ulkan Allah

Swt. mg 1 ketentuan syari’at dengan me 1 lima unsur
pokok : atan dapat ¢ jkan apabila

lima u dipelihara. Kelim: r itu ialah,

akal, memeli turunan dan
gan tujuan-

dengan al-

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama

membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:

*Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Cet. 111, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 566.

*Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, h. 9-10.
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4.3.1 Al-mashlahah al-dhar(riyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya
arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kemaslahatan ini

berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah

memelihara agama, jiwa, akal, ketu 4

Menurut Imam al- il. manfaat dan menolak mudharat

adalah menjadi tuju . Bai tergantung sejauh mana

ah berhasil dicapai.* menjaga maslahat yang
hal yaitu:
yang dapat

potensi.*” Konsekuens

ninggal (nyawa teranca

pejalan

4.3.2 tuhan hidup
manusiz | ini dapat

menghilangkan kesulitan ata adi pemeliharas ada a unsur pokok

*Nurhayati and Ali Imran Sinaga, Figh Dan Ushul Figh (Cet. I, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2018), h. 76.

**Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, h. 552

*"Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode ljtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam,
Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 156.
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menjadi lebih baik lagi. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi
pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dhardri), tetapi secara tidak langsung
menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan

kebutuhan hidup manusia.*®

Ditinjau dari analisis di ata a_aktivitas yang dilakukan para PKL di

trotoar dapat mengganggu i dan pengendara. Dari kelima
tingkatan maslahah v pan hukum oleh Imam al-
akukan oleh PKL di Kota
arepare tidak
PK ual barang-

uhi kebutuhan pembel ba anfaat yang

r. Tetapi jika dilihat da in, Us gangan para

ngguna jalan karena ang i lihat saat

ota Parepare berjualan di r da jian lainnya

kendaraan u jalan, ini o

s PKL di Ko

erintah I\P nnuEZFkln toar berf
il

n di trotoar b gan dengan
pejalan akukan oleh
PKL orang Yyang
menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di beberapa jalan di Kota Parepare.

Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana

*®Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2 (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.
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mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh
Pemerintah Kota Parepare.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ariyadi, S.Sos yang

mengatakan seperti berikut:
“Tentunya, ini sangat membahay:
yang singgah beli, biasa langs
ada kendaraan yang lewat

pengendara lain karena apabila ada orang

biasa orang yang mau keluar langsung

endaraan lain”*.

Dari hasil wawa ahwa aktivitas PKL tersebut

juga mendatangkan otan bagi sebagian t khususnya pejalan kaki

Jal lcociu C c fiIctilatal 1y

a dan memiliki tempat s

aki dan pengendara, jug

an terkesan kumuh.

bkok dengan
cara me al-ha layak dari K an-kebiasaan
hidup . /ang dipandang s a oleh akal
yang dapat

an terhadap
pembinaan dan penataan PKL, maka ditemukan bahwa tindakan yang telah dilakukan

tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan khususnya dalam kajian tentang

*Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020.
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konsep al-mashlahah al-tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam
rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan Kota Parepare.
Isi dari Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang

Kaki Lima dikaji dan dilihat dari realita yang ada, diketahui bahwa Pemerintah Kota

Parepare memiliki kewajiban unt an pembinaan dan penataan terhadap

PKL serta menciptakan kondusif bagi PKL dengan

mempertimbangkan indahan dan kebersihan

lingkungan serta ke berusaha.

ah Kota Parepare dal
dengan konsep yang ter
dan sejé n dan syariat Islam, yai
um dan menghindari ke
1Sa nyaman, njadi indah.

isi Perda te

atpol PP yan dan menertil

e

perkotaan yang lebih teratur, rapi, bersih, tertib dan tidak merugikan PKL. Ada
beberapa tempat yang tadinya dilarang berjualan di atas trotoar, namun diizinkan oleh
Pemerintah Kota Parepare dengan alasan adanya rasa kemanusiaan untuk tidak

mematikan usaha para PKL. Apalagi mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan
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hidup keluarganya. Para PKL yang ada di JI. Sultan Hasanuddin, Jalur Kembali Nol
di JI. Mattirotasi dan JI. Lahalede dengan kebijakan boleh berjualan tapi tidak boleh
menutup penuh akses pejalan kaki. Dalam hal ini sebagian trotoar digunakan untuk

pejalan kaki, sebagian lainnya untuk berjualan. Selain itu, Pemerintah Kota Parepare

juga memberikan kebijakan boleh an tapi dengan syarat setelah selesai

berjualan, tempatnya harus jualannya tidak boleh permanen
ota Parepare melakukan
asana usaha
yang K i engan me , keamanan,
ingkungan serta kemud

untuk memperindah gsi sebagai

ting i atas mengandung 5 unsu

ma unsur itu
Agama
eharusnya kan aturan

bagaimanpm R‘EaPAaRIE’M. 59,

dibuat oleh

Bb)l.s 22 &ﬂ.l.) J.>/-‘§I|

Terjemahnya:
”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



62

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*°

Dalam ayat di atas berisi perintah untuk taat pada Allah, Rasul dan ulil amri.
Pemerintah dalam hal ini masuk dalam ulil amri yang wajib ditaati selama bukan

dalam perkara maksiat. Menaati Pemerintah itu adalah bagian dari penjagaan

terhadap agama. Bagi masy a PKL sebaiknya mentaati dan

menjalankan peraturan mi kebaikan bersama. Dari

untuk b , ah melarang

ngsi dengan

hak pejalan
kaki ha enyempitnya
ruas ja akaan yang
ka berjualan
asuk dalam

lbu Imma

saya untuk bisa

Selain itu, Ibu Kartini juga mengungkapkan hal yang serupa sebagai berikut:

“Saya sudah 9 tahun berjualan disini untuk bisa memenuhi kebutuhan
keluarga”52

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 69.

>'Imma, Pedagang Kaki Lima, Wawancara dilakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 08
Januari 2020.
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Jadi untuk dapat mempertahankan hidupnya, mereka bekerja sebagai PKL untuk
mencari nafkah.
3. Memelihara Akal

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu. Analisis maslahat terhadap pembinaan

dan penataan PKL dalam kategori ljjaga akal adalah para PKL diberikan

sosialiasai terhadap atura L diberikan pemahaman baik
secara langsung maup sosialisasi secara langsung

oleh Satpol PP yang e lokasi untuk membe ahaman terhadap aturan

yang di Ibu Marwah

Subhi st

ol PP datang memanta yang ada

Si)'”53

g berada di samping sosialisasi

g Kota Parepare. Cam pare bukan

KL tapi juga membe Hal ini
b arus menghilangke dari Kota
Akan tetapi kita h n bina sehing itu menjadi
ligus bisa m t epare, bahw: di Parepare
dan berpenamp .
antor Pos
urusan Tata

Ita sampai betul-

>’Kartini, Pedagang Kaki Lima, Wawancara dilakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06
Januari 2020.

*Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 06 Januari 2020.

*Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.
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betul paham. Mereka membimbing tentang kebersihan dalam menyajikan
makanan, cara masak yang baik, tata cara berpenampilan dengan baik.”>

Seperti yang diungkapkan oleh Camat Ujung, lbu Ulfah Lanto, S.STP, M.Si

bahwa:

“Jadi saya menata ditempat itu tidak semata-mata hanya menata tetapi menata
dan membina PKL. Kalau menata perbaikan saja sudah itu dilepas tidak
menjamin meningkatkan kesejahteraannya mereka. Mereka harus dibina karena
perlu memperhitungkan juga SDM yang-ada.”®

Sesuai dengan visi-dan misi Bapak Wali Kota Parepare terkait dibidang
kesehatan, pendidikan dan pariwisata, membuat Camat Ujung menginginkan
penataan dilakukan agar menjadi daya tarik wisata kuliner dan bisa diminati
wisatawan, berhubung tempat yang digunakan sangat strategis dan berdekatan dengan
Pelabuhan Nusantara.

Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung yaitu Pemerintah Kota Parepare
melalui Satpol PP memasang Papan Bicara mengenai larangan berjualan di trotoar
dan bahu jalan seperti yang ada di samping Islamic Center, JI. Mattirotasi, samping
SMKN |3 Parepare, dan depan SMPN 2 Parepare. Sebagaimana hasil wawancara
peneliti dengan Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare,

Bapak Ariyadi, S.Sos sebagai berikut:

“Iya, selama ini kami selalu melakukan sosialisasi, termasuk memasang Papan
Bicara. Setiap kami turun di fokasi PKL di trotoar selalu kita ingatkan bahwa ada
Peraturan Daerah yakni_Perda _No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan
Penataan Pedagang Kaki Lima, PKL tidak baleh®mendirikan tempat jualannya
secara permanen.terutama.di-atas trotoartidak-boleh-permanen harus di bongkar
pasang biasanya sore sampai malam.”*’

**Mirawati, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 07
Februari 2020.

®Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 24 Januari 2020.

% Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di
Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.
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Dalam melakukan penertiban, Satpol PP melakukan upaya pendekatan
persuasif, membolehkan berjualan di trotoar dengan kebijakan akses pejalan kaki
tidak tertutup penuh. Trotoar yang digunakan dibagi, sebagian digunakan berjualan

oleh PKL sebagian lainnya digunakan pejalan kaki dan PKL diminta agar tetap

menjaga kebersihan dan ketertiban
PKL yang berjuale a sadar bahwa mereka telah

melanggar peraturan dibuat oleh . Sehingga menimbulkan

pejalan  kaki. etapi  para  PKL enggan

i Satpol PP
bahwa an kaki dan
harus elama berjualan. Wala berjualan di
trotoar toar tidak ditutup pen . kebersihan
dan ket etiap PKL wajib memb ang diminta

sar Rp. 2.000,00 Perhari.

Secara

mening maka Satpol

4. Memelihara Keturunan
Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan zina, maka
syari’at menganjurkan pernikahan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan

adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik.
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Pemeliharaan keturunan, bisa dilihat dari beberapa hal, bukan hanya anjuran untuk
melakukan pernikahan tapi juga kewajiban memelihara anak. Dalam penelitian ini,
berdasarkan wawancara saya dengan PKL bahwa mereka sudah berkeluarga bahkan
mereka berjualan bersama pasangannya (suami-istri). Mengenai penjagaan terhadap
anak, berdasarkan wawancara saya bahwa anak dijaga dengan baik, anak ditinggal di
rumah namun tetap ada yang menjaganya. Walaupun ada juga membawa anaknya
berjualan tapi anaknya tetap dijaga dengan baik. Tidak sampai menyebabkan
kelalaian saat menjual, anak tidak terlantar, keselamatan anaknya tetap dijaga
walaupun berjualan di pinggir jalan, dan anak tidak disimpan di dekat pemasakan

orang tuanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Imma, sebagai berikut :

“Saya membawa anak saat berjualan disini karena tidak ada yang jaga di rumah.
Anak saya simpan disini dia duduk menunggu sampai selesal jualan dan tidak
kemana-mana. Kalau saya melihat anak berkeliaran atau main di bahu jalan saya
akan menutup sementara jualan dan membawa pulang anak.”

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Sukemen, sebagai berikut:
“Anak saya ada 3, dulu waktu anak saya kecil, saya gantian dengan suami
menjaga anak di rumah. Suami jualan sore sampai malam. Jadi saya yang tinggal

di rumah jaga anak. Kalau sekarang.anak sudah besar semua bahkan sudah ada
yang berkeluarga jadi sekarang saya sama suami berjualan disini.”>"

5. Memelihara Harta

Bagian terakhir dalam memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururiyyat
al-khams) yang dijaga oleh” syari’at yakni ‘sesuate yang menjadi penopang hidup,
kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Dalam pemeliharaan harta lebih
ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa

harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram. Apabila dikaitkan dengan usaha

*®)|mma, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 29
Agustus 2020.

>*Sukemen, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 29
Agustus 2020.
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dagangan yang dilakukan oleh PKL di Kota Parepare bahwa jualan dari PKL yang
berada di beberapa jalan di Kota Parepare tidak melanggar syari’ah Islam karena pada
kenyataannya para PKL menjual barang-barang yang halal, memenuhi kebutuhan

pembelinya dan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar. Selain itu,

berdasarkan wawancara dengan PKk va beberapa PKL bekerja hanya untuk

menambah penghasilan suar apkan oleh Ibu Marwah Subhi,

sebagai berikut:

“Saya sudah 2t jualan disini. Saya _] g
disini_han K ¢ a bah pen asilan k arga.

alan depan rumah. Kalau

2

Hal ini

“g 3 keria di 1 9 9 ahalede rama 5 g. Jadi Saya
ber L ; 3 penghasilan

perapa PKL
ikategorikan
Izzuddin Abdus Salam gkat-tingkat,
ith (tengah-
terkandung
endatangkan
. Sehingga

terkandung

**Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 06 Januari 2020.

®'Ade Hardiyanti, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada
Tanggal 08 Januari 2020.
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didalamnya. Jika tingkat kemaslahatannya lebih besar, maka kewajibannya untuk
dikerjakan lebih kuat dan harus didahulukan.®*
Pada penelitian ini, tidak pernah terjadi kecelakaan yang disebabkan adanya

PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Maka kemaslahatannya tidak sampai

pada tingkatan daruriyyah. Men h masuk dalam tingkatan hajiyyah,

walaupun urutan pertama enjalankan aturan Pemerintah,
maka akan dikalahka

nafkah dalam kebut

tuk memperindah kota harta masuk

lahkan menjaga aga nya berada
arus berurutan yakni ti ajiyyah dan
adh-dharar

as menarik

endatangkan

lokasi maka
konsumennya juga akan hilang. Berdasarkan aturan, Pemerintah Kota Parepare perlu

adanya upaya lanjutan untuk pengembangan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang

82Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, hal. 558.
®¥Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Cet. 111, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 566.
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Pembinaaan dan Penataan PKL agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintah
tidak boleh hanya mementingkan tujuan menegakkan aturan saja, tapi juga harus
menyiapkan tempat untuk PKL agar tidak berjualan di trotoar atau Pemerintah

merevisi kembali Perda tersebut agar PKL tetap berjualan namun dengan aturan akses

pejalan kaki tidak boleh di tutup sec nuh dengan membagi 3 meter untuk PKL

dan selebihnya digunakan arus tetap menjaga kebersihan,

keindahan kota, tidak asilitas pemeri ak mengganggu lalu lintas.

PKL yang

PAREPARE
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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Implementasi

Maslahat Terhadap Pembinaan da an Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di
Kota Parepare)” dapat disim
5.1.1 Keberadaan P

berjualan di an di bahu jalan sering

VVVVV

mengambil
n membahayakan pen g membuat

repare berkewajiban u ing enata serta

na usaha vyang k L dengan

aspek ketertiban, keaman kebersihan

5.1.2 ataan masih

hukum dan faktor sarana atau’ fasilitas Pendukung. PKL tetap diberikan
kebijakan oleh Pemerintah Melalui Satpol PP bahwa berhak mendapatkan

pembinaan dan penataan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan,

70
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penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada PKL. Serta
adanya kebijakan trotoar tidak boleh ditutup penuh dan tetap menjaga
kebersihan dan ketertiban.

Ditinjau dari analisis Maslahat bahwa pada penelitian ini, tidak pernah terjadi

kecelakaan yang disebabka KL yang berjualan di trotoar dan badan

jalan. Maka kem i pada tingkatan daruriyyah.

Mencari nafk am tingkata walaupun urutan pertama

h, maka akan dikalahkan

masuk kategori menjag

jiyyah dan tahsiniyyah s agama tetapi

ori tahsiniyah untuk

suk hajiyyah pasti akan di
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5.2 Saran

521

5.2.2

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :
Bagi PKL diharapkan agar lebih sadar hukum dan mentaati aturan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Serta menjaga kebersihan dengan

baik. Peraturan yang ditetap n_Pemerintah merupakan hal yang terbaik

untuk berbagai piha jalan kaki, maupun pengendara
ah fasilitas umum yang

idak mempersempit ruas

utan untuk

No. 6 Tahun 2008 t an Penataan

kan hasil yang lebih Pemerintah
n hanya berfokus pa juga harus
aan terhadap para PKL. De 3 pembinaan
i Sa ng dilakuka Pemerintah
erintah Kot epare  harus

pat di Kota

PAREPARE
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